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SUATU TrNJAUAN RUKUl\f TERHAOAP TINDAK P fOANA 
PE MALSUAN MERE KUERDASARlCAN PASAL 90 

UNDANG -U1''DAN G NOl\'.lOR 15 
TAilUN 2001 

A B STRAKSI 

SUPRI A D I  
NThf : 00 840 0078 

Setiap kebijakan, setiap program dan setiap langkah yang akan diambil harus 

dapat dikembalikan kepada landasan kehidupan kenegaraan Bangsa Indonesia ialah 

Pancasila dan Uodang-undang Dasar 1945. Tindakan-tindakan pemerintah harus 

bersumber dao memperkokoh pelaksanaan Pancasila dan Undaog-Undang Dasar 

1945. 

Sebagaimana telah diketahui pada saat ini dibidang hukum pada UlllUltlRya 

mempunyai tugas menjaga atau mempertahankan keamanan dan ketertiban disegala 

bidaog kehidupan masyarakat dan untuk segala peraturan yang berlaku demi 

tercapainya stabilitas yang kokoh, bal ini tidak saja berlaku bagi \varga oegara asing 

yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Negara Indonesia. 

Salah satunya adalah bentuk kejahatan yang perlu mendapat sorotan adalah 

kejahatan pemalsuan khususnya yang berhubungan dengan pemalsuan merek, hal ini 
. 

dimungkinkan, sebab sctiap negara dalam suatu tatanan masyarakat yang tera(uJ pasti 

dalam perdagangan yang namanya merek pasti perlu dilindungi dari pcmalsuao suatu 

produk. 

"' ·• 
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Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Bul..-u II KUHP d1kelompokkan 

menjadi 4 golongan · 

I. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX) 

2. Kcjahatan pemalsuan uang (Bab X) 

3 Kejahatan pemalsuan meterai & merek (Bab XI). 

4 Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII) 

Penggolongan tersebut d1da.sarkan atas obyek dari pemalsuan, yang j1ka 

dirinci lebih lanjut ada 6 obycl.. kcJahatan, yajtu (I) keterangan d1 atas sumpah. (2) 

mata uang, (3) uang kertas, ( 4) meterai, ( 5). dan ( 6) surat 

UU Nomor 15 Tahun 200 I tent.ans Merck (selanJutnya disingkat UUM 200 I) 

bagian menimbang butir a, yang bcrbunyi : 

�Bahwa di dalarn era perdagangan global, sejalan dengan 1-onvensi-konveosi 

intemasional yang tclah d1ratitikasi Indonesia., peranan Merek menjadi Sjlllgat 

penting, terutama dalam mcnjaga persaingan usaha yang schat � 

Kejahatan pernalsuan dan dalam hubungannya dengan mcrck atau landa, 

diatur dal.am Pasal 254, 255, 256, 258, 259, dan 262 KUHP. 

Sebagai penutup pembicaraan tentang kejahatan pemalsuan rneterai dan 

merek menurut KUHP ini ada bailmya disinggung juga scdikit tcntang kejafiatan 
' 
I 

merek rnenurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang. 

meoggantikan UU Tentaog Merck yang lama (UU No 19 Tahun 1992 yang d\ubah 

dengan UU No. 14 Tahun 1997). 

- Jillll 
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Pengertian merek dalam UU No. 15 Tahun 2001 im adalah "ra11da yang 

herupa gamhar, nama, kara, l111rufhuruf. angka-angka, susunan wama, a/au 

kombinasi dan 111Lmr-1111.111r 1erseh111 yang memiliki daya pemheda d1111 digunakan 

dalam kegiata11 perdago11p,a11 barang a/au jasa '', yang terdiri dari mere� dagang dan 

merek jasa. Mempunyai arti yang berbeda dengan merek pada rumusan kejahatan-

keJahatan pada Bab X1 Pcmalsuan Meterai dan Merck ( Valschhetd m age/\ en 

Aferken) dalam Buku II KUHP sebagaimana yang tel ah dibicarakan dtmuka 

Adapun tujuan penultsan skripsi ini untuk mewujuc!Un adanya perltndungan 

kepada masyarakat. sehmgga benar-benar merasakan suasana tertlb beraS(lfkan 

kcpastian hukum, maka mutlak adanya usaha-usaha penccgahan sedini mungkin 

terhadap setiap bentuk kcjahntan disertai penanganan yang efektif dari semua �rat 

pencgak hul.'UID. 

Indonesia sebagat negara berkembang tidak terlepas dan suatu mode"1isasi 

yang diartikan merupakan pembangunan dan pembabaruan atas hukum. Hukum 

positif yang sudah kurang scsua1 dengan perkembangan kond1si ncgara kita selquang 

ini sudah barang tcntu dalam rangka pemabangunan pembabanuln-pembaharuan 

sangat diperlukan peningkatan sistem peradilan pidana tennasuk juga didalamnya 

tcrkait tugas Kcpoltsian preventif dan Kepolisian represif yang langsung maupun 
• 

tidak langsung dimasukkan dan ditujukan untuk mencegah dan mcnanggt1langi 

kejabatan yang khususnya l.cjahatan pemalsuao merek. 
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KATA PENGANTAR 

Puji Syul.ur penuhs pcrsembahkan kepada Allah Swr, yang telah 

melimpahkan kanmia-Nya kcpada penulis schingga akhimya pekcrjaan penuliSlln 

karya ilmiah dalam bentuk sbipsi ini dapat terselesaikan 

Sknpsi pcnulis ini bcrjudul "SUA TU TINJAUAN HUKUM TERHADAP 

TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREi< BERDASARKAN PASAL 90 

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAllUN 2001 (Studi Kasus d1 Pcngadilan Ncgcri 

Mednnr Adapun pcnulisan sl.-npsi im d1mnksudkan untuk memenuhi persyaratan 

tcrakhir perkuhahan penuhs di Fakultas Hukum Umversitas Medan Area B1dang 

Hukum Pida:na dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum 

Dalam menyelesaikan tulisan im penulis telah banyak mcndapatkan bantuan 

dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini pcnulis ingin mcn{,'llcapkan terima

kas1h sebesar-besamya kepada para pihak tersebut, terutama kepada 

Bapak Syafaruddin. SH, M.lium. selaku Dekan pada Fakultas Jlukum Univorsitas 

Medan Arca 

lbu Elvi Zahara Lubis, SI I , M.Hum, selaku Ketua B1dang Hukum Kep1danaan 

Fakultas Huk'1lm Umvers1tas Medan Area 

lbu Darma Sembiring, SH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis, 

Bapak Suhatrixal, SH. selaku Dosen Pcmbimbing II Penulis. 

Bapak dan lbu Dosen sena semua staf admimstrasi d1 Fakultas l l11kum 

Universitas Medan Area 

• .1111 
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Rekan-rekan se-almamater 

Penulis juga mengucapl.an terima-kasih yang tiada terhingga kcpada Ayahanda 

dan juga Ibunda tercinta serta keluarga yang tidak bisa disebut satu persatu. 

Dan pada kesempatan ini pcnulis juga mengucapkan tcrima-kasih kepada 

sanak saudara yang telah membantu penulis begitu tulus ikhlas Semoga keberhasilan 

penulis dalam menyelcsail..an studi d1 Fal'llltas Hui.um Umvers1tas Medan Area 

adalah merupakan kebahagian tersendiri bagi mereka. 

Dengan kercndahan hau penults bcrharap semoga tulisan mi bcrmanfaa1 bagi 

k1ta semua. 

v 

Medan, April 20Q� 

Pcnufis 
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B A B  ( 

PENl>A ITULUAN 

Sarna halnya dengnn hak c1pta dan paten serta hak atas J...ekaynan intclolctual 

lainnya maka hak mereJ... 1uga merupakan bagian dari hak atas intelektual Sela.in dari 

ala.san yang telah d1sebutkan pada bagian ini, maka khusus mengcna1 hak 'Tlerek 

secara eksplisit disebut sebaga1 benda immateril dalam kons1dcrans UU Nomor 15 

Tahun 2001 tcntang Merck (sclan1utnya disingkat UUM 2001) bag1nn mcnimbang 

butir a, yang berbunyi 

Bahwa di dalam era perdagangan global, sc1alan dengan konvensi-konvensi 

intemasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek mcnjadi S<1ngat 

penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehal. 1 

Mengapa merek dapot rnencegah tcrjadinya persamgan usaha tidak sebat? 

Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dtbcdakan asal m�lnya, 

kualitasnya serta keterjammau buhwa produk itu original. Kadangkala yang membuat 

harga suatu produl.. menjadi mahal bukan produknya, letapi mercknya. Merck adalah 

sesuatu yang ditempelktm atau dilekatkan pada satu produk, tetapi ia bukan produk 

itu sendiri. Seringkali setelah barang dibeli, mereknya tak dapot dtnikmati oleh si 
. . 

-

pembdi. Mere;. lli\111gktn hanya menimbulkan kepuasan saja bag1 pembeli. Benda 

materilnyalah yang dapat dmil.mat1 Merek itu send1ri tem}ata hanya benda 

1 Undang-Undang HAKI (Hal Aw Kekayaan lntelel.1Ual), Sinar Grafila, Jakarta, 2003, hal. 
134 
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immateril yang tak dapat mcmberikan apapun secara fisik. lnilah yang menimb11lkan 

bahwa mereka itu merupakan hak kekayaan immateril 

UUM 2001 tidak menyebutkan bahwa merek merupakan saJah satu wujud 

dari karya intelektual. SebWlh karya yang didasarlrn.n kepnda olllh pikir mnnusia,, yang 

kemudian terjelma dalam bentuk benda immateril. 

Suatu ha! yang perlu dipabami dalam setiap k:ali rnenempatk:an hak merek 

dalam lerangk:a haJ.. atas lckayaan mtelel-tual adalah bahwa, kelah1ran ha1: atas 

merek 1tu diawah dan 1em1111n-1em11an dalam l>idang hak ata.• kekayaan irnelokrual 

lainnya misalnya hak c1pta. 

Pada merek ada unsur ciptaan, misa!nya desain logo, atau desain huTUf. Ada 

hak cipla dalam bida11g i.cni. Oleh lareua ilu dalam bak merek bukan hak cipta <lalam 

bidang seni itu yang dihndungi, tetapi mereknya itu sendiri, sebagai tanda pemb6da 

Suatu contoh dapal penuhs kemukakan : 

Seorang pemcgang bak merek atas bumbu m.asak dengan mcrel "Ajinomoto�. 
Yang dilindung1 sebagai hak merek adalah pemaka1an log()(l\llisan 
"Ajinomoto., besCT1a lul:.isan/cap mangkok merah. Produsen bumbu masak 
lainnya yang tidak berhak cidak boleh menggunakan merek dengan 
logoltulisan atau lukisan/cap yang sama. Jika ia gunakan maka ia te!ah 
melanggar hak mcrck. Tetapi pada saat bersamaan lukisan Ajinomoto dan 
manekok Jnf'l'll1' sirotlsih 1<11rya dalarn bidang seni, oleh karcna uu ia dilinqungi 
berdasarkan paten. Burnbu masak ilu kemudian dikemas dalam bungk:us
bungl'US yang mcnggunakan kemasan atau desain tertentu, maka perlind4ngan 
aw 'kemasan bumbu mlisak itu ditetapl<an 'l:'hagai perlindungan hu atas 
desain industri. 2 

Dari contoh di atas dapat dikemukakan bahwa bak merel. itu terbatas hanya 

2 H OK. Saidin, Aspd< Hlikulff Hd Kdit1J'04n lntd�ktMaJ (fntd«t11a/ l'Ntpmy Rights). 
PT R.ajaGraliodo Penada, Jlkana, 2003, bat. 330. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



DAFT AR PUST AKA 

I. Adami Chaz.awi, Kejahata11 Mengenai Pema/sua11, PT. RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, 2002. 

2. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hu/mm Pidana, Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 2002. 

3. H. OK. Saidin, Aspek Huknm Hak Kekayaan lt1telektu11l (lntelectual Property 
Rights), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003. 

4. H.M.N. Purwo Sutjipto, Pengertian Pokck-Pokok Hukum Dagang lndo11esia. 
Djambatan, 1994. 

5. Tur Suryatin, Hukum Dagang I don fl Pradnya Paramita, Jakarta, 1994. 

6. M Sudrajat Bassar, Tindak Pitfann Tertmtu di l>olom Kitab (fndang-lfn,dang 
Hukum Pidana, Penerbit Remadja Karya, Bandung, 1986. 

7. Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 2002. 

8. Mr. Tirtaamidjaya, Pokok-Pokok Rukum Perniagaan, Djambatan, 1995. 

9. PAF. Lam.intang, Dasar-Dasar Hululm PidJJno. InJ11n.esia, Sinar Baru, Bandung, 
1990. 

IO. R. Soekardono, Hukum Dagang /J1do11esia. JjJid I, Cetakan ke-8, Dian Rakyat, 
Jakarta, 1997. 

I J. R.M. Suryodiningrat, Anelia Milik Perindustrian, Edisi pertama, Tarsito, 
Bandung, 1998. 

12. Satochid Kartanegara, Hukum Pidana II Deli�Delik Tertentu, Balai Lektur 
Mabasiswa, Tanpa Tahun. 

13. Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 
1989. 

14. Undang-Undang HAKl (Hak Atas Kekayaan lntelektual), Sin�r C'r111fika, Ja�rta, 
2003. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



15. W.JS. Poerwada1T11inta, Kamu.s Um.um Bahasa lndofll!Sia, PN. Balas Pustaka, 
Ja�arta, 2003. 

16. W11jono Prod1od1koro, Tindak-Tindak Pidana Terten!JJ, PT Eresco, Jakarta
Bandung, 1986. 

,,Jllllli. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA


	008400078_file1
	008400078_file2
	008400078_file3
	008400078_file4
	008400078_file8



